Menimbang

PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL DESA BEBANDEM

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BEBANDEM

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 untuk penanganan
kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung
Tunai Desa dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf
a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun
2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa

Tahun Anggaran 2025;

. bahwa daftar keluarga penerima manfaat

sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas
ditetapkan dengan Peraturan Perbekel atau

Keputusan Perbekel,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana

Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 tahun 19358 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor




123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6231);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);




10.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

11.

12.

13.

14.

15.

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun
2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem
Tahun 2024 Nomor 7);



16.Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita
Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesa adalah
pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD, adalah Perbekel yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah perangkat Desa yang menjalankan pengelolaan
keuangan Desa  berdasarkan  keputusan  Perbekel yang
menguasakan sebagaian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur adalah perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi adalah Perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD.

Kelian Banjar Dinas adalah Perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu
Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahuanan Pemerintahan Desa.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung
seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang

didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya

untuk dibiayai dengan Dana Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Perbekel ini adalah memberikan
legalitas, pengesahan dan penetapan data Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diberikan dalam rangka untuk
program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan

penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB III
MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA

Pasal 3

Mekanisme Pendataan dan Penetapan data penerima Bantuan Langsung

Tunai Desa antara lain :

L.

Sasaran Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin ekstrem dan keluarga

miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.

Pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa dilakukan oleh Kelian Banjar Dinas dan Badan

Permusyawaratan Desa (sesuai perwakilan wilayah) melalui

pencermatan (verifikasi dan validasi) sesuai dengan kondisi

masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kriteria :

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit
kronis dan/ atau penyandang disabilitas;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.




Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Insidentil yang
dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi dan
penetapan data KK calon penerima BLT - Dana Desa.

Apabila terdapat keluarga penerima manfaat BLT - Dana Desa
meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria penerima manfaat,
Perbekel wajib mengganti dengan keluarga penerima yang baru
sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
dibuatkan berita acara penggantian penerima.

Jumlah Kelompok Pemanfaat Penerima Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa tahun 2025 sebanyak 24 (dua puluh empat) Kepala
Keluarga dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan sebesar
Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan
selama 12 (dua belas) bulan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT - Dana

Desa ditandatangani oleh Perbekel.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Bebandem.

Ditetapkan di Bebandem
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Diundang di Bebandem

Pada Tanggal 31 Desember 2024
(s Al g

[ Bebandem.




